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BUPATI MESUJI 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI MESUJI 
NOMOR [{ TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 29 TAHUN 

2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN 
MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MESUJI, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah dan Peraturan Presiden 
Nomor 33 Tahun 2020 tcntang Standar Harga Satuan 
Regional; 

b. bahwa schubungan dengan adanya penyesuaian Standar 
Satuan Harga pada Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai 
dengan kondisi aktual di masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, 
dipandang perlu untuk mcnetapkan Peraturan Bupati 
Mesuji tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 tcntang Standar Satuan 
Harga Pemerintah Kabupaten Mcsuji Tahun Anggaran 
2022. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
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TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT'URAN BUPATT MESU,JI NOMOR 29 TAHUN 

2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN 
MESU,JI TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMT TUHAN YANG MAHA ESA 
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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MESUJI, 

n. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Sl 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden 
Nomor 33 Tahun 2020 tntang Standar Harga Satuan 
Regional; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya penycsuaian Standar 
Satuan Harga pada Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai 
dengan kondisi aktuad di masyarakat, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimak sud pada huruf a dan hurut b terse but di atas, 
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati 
Mesuji tentang erubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Satuan 
Haga Pererintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 
2022. 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor I5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
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Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Saluan Regional; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun 2021; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022. 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 29 TAHUN 
2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 
2022. 

PASAIL I 
Lampiran pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 54 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 
2022 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Sosial dan/ atau Stabilitas Sis tern 
Keuangan Menjadi Undang-Undang; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20AO tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun 2021; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 
ten tang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022. 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 29 TAHUN 
2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 
2022. 

PASAILI 
Lampiran pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 54 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2021 
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 
2022 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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PASALII 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatarmya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tanggal2 /pn4 2022 

BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji 
pada tangga! 2j pM 2022 
SEKRETARIS D RAH KABUPATEN MESUJI, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR : (b 

Dipindai dengan CamScanner 
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PASAL II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tangga!@ /Apn1 2022 
BUPATI MESUJI, 

SAPL TH 

Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal 2j AM4 2022 
SEKRETARIS D} 'RAH KABUPATEN MESUJI, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR: /( 

Dipindai dengan CamScanner 



t 

/ 
I 1 

LAMPIRAN IL 
PERATURAN BUPATI MESUJL 
NOMOR: 
PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPAT MESUJI NOMOR 
29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR 
SATUAN HARGA TA 2022 

1.4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sckretariat Tim Pelaksann Kegiatan 

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 

Diberikan kepada scscorang yang diangkat dalam satuan tim pelaksana kegiatan 
untuk mclaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah, 
sckretaris dacrah, ataupun kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Ketentuan pemberitahuan tim yang dapat diberikaun honorarium: 
I) Mempunyai kcluaran (output) jcla» d.an terukur; 
2) Bersifat koordinatif untu} tim pemerintah.an d.eral; 
3) Mcnikutsertakan intansi pemncrintah.an di luar pemerintahan daerah yang 

bersangkutan (lintas Keschatan) untul tum yang ditandatangant oleh kepal 
daerah (terkecuali dtatur oleh peraturan perundangan lainnya, surat ketetapan 
tim dapat ditandatangani oleh kepala daerah pejabat yang ditunjuk sebagaiman 
peraturan perundangan berkenaan) 

4) Antar satuan kerja prangkat d.acrah untul tim ditandatangani oleh sekretaris 
daerah, 

5) Bersifat temporer dan plaksauna.an kcgiatannya perlu diprioritaskan; 
6) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan 

diluar tugas dan funsi schari-hari dan; 
7) Dalam hal kegiatan tidal beritat rtin d.an'atau berlangsung hanya dalam event 

tertentu, honorarium dapat diberikan dcngan mcnggunakan satuan Kali, dengan 
besaran sctagaimnana tabel I4.3 

8) Tim Uji Kompetcnsi d.an Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administator, Pcjabat Pengawas dan im Assesor dapat diberikan honorarium 
dengan mcnggunakan satuan 0JP dengan besaran scbagaimana tabel 1.4.4 

9) Non ASN dapat diberikan Honorarium scbagai anggota dalam Tim Sckretraiat 
Pelaksana yang ditetapkan oleh Sekretaris Dacrah dengan besaran scbagaimana 
tabel 1.4.2 

10) Dilakukan sccara efektif, selektif dan efisien. 
Satuan biaya honorarium tim uji kompetensi dan evaluasi jabatan pimpinan tinggi 
pratama diberikan kepada ASNNon ASN yang mewakili unsur Akademisi dan 
Praktisi Birokrasi dengan jumlah 5/7 orang. Tim Assesor terdiri dari 2 (dua) orang 
bersertifikat Assesor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi 
Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat dacrah, diatur 
batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, 
pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim 
dimaksud. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

Dipindai dengan CamScanner 
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LAMPIRAN IL 
PERATURAN BUPATI MESUJL 
NOMOR: 
PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPAT! MESUJI NOMOR 
29 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR 
SATUAN HARGA TA 2022 

1.4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 

Diberikan kepada scscorang yang diangkat dalam satuan tim pelaksana kegiatan 
untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah, 
sckretaris dacrah, ataupun kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Ketentuan pemberitahuan tim yang dapat diberikaun honorarium: 
I) Mempunyai kcluaran (output) jcla d.an terukur; 
2) Bersifit koordinatif untu} tim pemcrintah.an d.erah; 
3) Menikutsertakan intansi pemncrintah.an di luar pemerintahan daerah yang 

bersangkutan (lintas Keschatan) untul tum yang ditandatangant oleh kepal 
daerah (terkecualt diatur oleh peraturan perundangan lainnya, surat ketetapan 
tim dapat ditandatangani oleh kepala daerah pejabat yang ditunjuk sebagaimn 
peraturan perundangan berkenaan) 

4) Antar satuan kerja pcrangkat dacrah untul tim ditandatangani oleh sekretaris 
daerah, 

5) Bersifat temporer dan plaksauna.an kcgiatannya perlu diprioritaskan; 
6) Merupakan tugas tambah.an atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan 

diluar tug;as dan fungsi schari-hari d.an; 
7) Dalam hal kegiatan tidal beritat rutin d.an'atau berlangsung hanya dalam event 

tertentu, honorarium daat diberikan dengan mcnggunakan satuan Kali, dengan 
besaran scbagaimnana tabel I4. 

8) Tim Uji Kompetcnsi d.an Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administator, Pcjabat Pengawas dan Iim Assesor dapat diberikan honorarium 
dengan mcnggunakan satuan 0JP dengan besaran scbagaimana tabel 14.4 

9) Non ASN dapat diberikan Honorarium scbagai anggota dalam Tim Sckretraiat 
Pelaksana yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dcngan besaran scbagaimana 
tabel 1.4.2 

10) Dilakukan sccara efektif, selektif dan efisien. 
Satuan biaya honorarium tim uji kompetensi dan cvaluasi jabatan pimpinan tinggi 
pratama diberikan kepada ASNNon ASN yang mewakili unsur Akademisi dan 
Praktisi Birokrasi dengan jumlah 5/7 orang. Tim Assesor terdiri dari 2 (dua) orang 
bersertifikat Assesor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi 
Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, diatur 
batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, 
pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim 
dimaksud. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 1.4.1 Jumlah Tim yang keanggotaannya dari lintas Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang dapat diberikan honorarium 

No Uraian Jumlah Tim 
l Pejabat Eselon II 2 
2 Pejabat Eselon III 3 
3 Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat Fungsional 5 

Penjelasan mengenai Klasifikasi pengatur jumlah honorarium Tim yang 
keanggotaannya dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat 
diberikan honorarium sebagaimana tabel, berdasarkan klasifikasi pada Peraturan 
Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan tambahan penghasilan pada 
kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,- per bulan. 

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 

Diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administator 
untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim 
pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan 
yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. 

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: 
1. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan 

kepala daerah atau; 
2. Paling banyak 7(tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh 

sekretaris daerah. 

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 tahun berturut-turut dapat 
dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk 
mempertimbangkan menjadi tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. 

Tabel 1.4.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan 

No Uraian Satuan Besaran 
(dalam rupiah) 

1 Honorarium tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan 
oleh kepala daerah 
a. Pengarah OB 1.500.000 
b. Penanggung jawab OB 1.250.000 
c. Ketua OB 1.000.000 
d. Wakil ketua OB 850.000 
e. Sekretaris OB 750.000 
f. Anggota OB 750.000 

2 Honorarium Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan 
oleh Sekretaris Daerah 
a. Pengarah OB 750.000 
b. Penanggung jawab OB 700.000 
c. Ketua OB 650.000 
d. Wakil ketua OB 600.000 
e. Sekretaris OB 500.000 
f. Anggota OB 500.000 

3 Honorarium tim sekretariat pelaksana kegiatan yang 
ditetapkan oleh sekretaris daerah 
a. Ketua/wakil ketua OB 250.000 
b. Anggota OB 250.000 

Dipindai dengan CamScanner 
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Tabel 14.I Jumlah Tim yang eanggotaannya dari lintas Satuan Kerja 
Peragkat Daerah yang dapat diberikan honorarium 

No Uraian Jumlah Tim 

' Pejbat Eselon IL 2 
2 Pejbat Eselon Ill ' 3 Pe» Eelon laksana dan bat Funesional $ 

Penjelasan mengenai Klasifikasi pengatur jumlah honorarium Tim yang 
keanggotaannya dari lits Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat 
diberikan honorarium sebagaimana tabel, berdasark.an klasifikasi pada Peraturan 
Peesiden Noror 33 tabun 2020 tentang Standar Satuan tambahan penghasilan pada 
kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000, per bulan 

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelak sana Kegiatan 

Diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administator 
untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tim pelaksana kegiatan. Selretariat tin 
pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menujang tin pelaksana kegiatan 
yang ditetaplan oleh sekretar is daerah 

Jumlah sekretariat tirm pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: 
L. Paling banyak IO (sepuluh) orang untuk tin pelaksana kegiatan yang ditetapkan 

kepala daerah tau; 
2. Paling banyak 7(tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh 

sekretaris daerah 

Dalam heal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 tahun berturuat-turut dapat 
dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk 
mempertimbangkan menijadi tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah 

TAbel 14.2 Honorarium Tim Pelakssan Kegiatan dan Sekretariat Tie 
Pelak Kegiatan 

No Urian Satuan Besaran 
(dalam rupiah) 

' Honorarium tim Pelaksana kegiatan yang ditetaplan 
oleh kepala daerah 
Pengarah 0 1,500.000 

b. Penanggung jawab 08 L.250.000 
c Ketua 08 1.000.000 
d. Wakil keta 08 850.000 
e. Sekretaris 0B 750.000 
f. A 0ta 0B 750.000 

2 Honorarium Tim Pelalsaa kegitan yang ditetapk 
oleh Sekretaris Daerah 
a. Pengarah 08 750.000 
b. Penanggng jawab 0B 700.000 
e. Ketua 08 650.000 
d. Wail ketua 0B 600.000 
e. Sekretaris 0B $00.000 
f Anet 0B 500.000 

' Honorarium tim sekretariat pelaksana kegiatan yang 
ditetaplan oleh sekretaris daerah 
a kKetu/wakil lets 0B 250.000 

Ant% 0B 250.000 
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4.1 Satuan Biaya Dang Harian Perjalanan Dinas 

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Satuan biaya uang harian perjalanan dalam daerah dalam merupakan penggantian biaya 
keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah,aparatur sipil negara, dan pihak Iain 
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas ke dalam daerah dan lebih dari 8 (delapan) 
jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan 
transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas ke dalam daerah yang 
kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. 

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk 
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang 
melebihi 8 (delapan) jam pelatihan. 

Dalam hal perjalanan dinas antar desa yang berada dalam kedudukan kecamatan yang 
sama dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut berada, maka uang harian diberikan 
sebesar Rp. 60.000,- 

Tabcl 4.1.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

No KECAMATAN SATUAN DALAM DAERAH 
I PANCA JAYA OH 200.000 
2 SIMPANG PEMATANG OH 200.000 
3 WAY SERDANG OH 300.000 
4 MESUJI TIMUR 011 300.000 
5 RAWA JITU UTARA 011 350.000 
6 TANJUNG RAYA 011 200.000 
7 Uang Harian Perjalanan Dinas Antar Desa 011 60.000 

4.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 

a. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang 
digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka 
pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. Dalam hal perjalanan dinas tidak 
menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya pcnginapan secara lumpsum sebesar 
30% (tiga puluhpersen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 

Tabel 4.3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah 

TARIF HOTEL 
KEPALA ANGGOTA PE.JABAT PE.JABAT No PROV'INSI SATUAN DAERAH/ DPRD/ ESEL.ON III/ 

PIMPINAN PEJABAT GOLONGAN ESELON 
DPRD ESELON II Iv IV/STAF 

I. ACEH 011 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 
2. SUMUT OIi 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 
3. RIAU Oil 3.822.000 3.119.000 1.650.000 852.000 
4. KEP. RIAU OH 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 
5. JAMBI OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 
6. SUMBAR OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 
7. SUMSEL OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 
8. BENGKULU OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 
9. BABEL OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 
10 BANTEN OH 5.725.000 2373.000 1.000.000 718.000 
II JABAR OH 5381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 
12 JAKARTA OH 5.850.000 1.490.000 992.000 730.000 
13 JATENG OH 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 
14 YOGJAKARTA OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 
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4.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas 

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Satuan biaya uang harian perjalanan dalam daerah dalam merupakan penggantian biaya 
keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah,aparatur sipil negara, dan pihak lain 
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas ke dalam daerah dan lebih dari 8 (delapan) 
jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan 
transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas ke dalam daerah yang 
kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. 

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk 
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang 
melebihi 8 (delapan) jam pelatihan. 

Dalam hal perjalanan dinas antar desa yang berada dalam kedudukan kecamatan yang 
sama dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut berada, maka uang harian diberikan 
sebesar Rp. 60.000,- 

Tabel 4.1.3 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

No KECAMATAN SATUAN DALAM DAERAH 
I PANCA JAYA OH 200.000 
2 SIMPANG PEMATANG OH 200.000 
3 WAY SERDANG OH 300.000 
4 MESUJI TIMUR 011 300.000 
5 RAWA JITU UTARA 011 350.000 
6 TANJUNG RAYA 011 200.000 
7 Uang Harian Perjalanan Dinas Antar Desa 011 60.000 

4.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 

a. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang 
digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka 
pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. Dalam hal perjalanan dinas tidak 
menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 
30% (tiga puluhpersen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 

Tabel 4.3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah 

TARIF HOTEL 
KEPALA ANGGOTA PE.JABAT PE.JABAT No PROV'INSI SATUAN DAERAH/ DPRD/ ESEL.ON III/ 

PIMPINAN PEJABAT GOLONGAN ESELON 
DPRD ESELON IL Iv IVISTAF 

I. ACEH Oil 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 
2. SUMUT 011 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 
3. RIAU 011 3.822.000 3.119.000 1.650.000 852.000 
4. KEP. RIAU OH 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 
5. JAMBI OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 
6. SUMBAR OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 
7. SUMSEL OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 
8. BENGKULU OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 
9. BABEL OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 
10 BANTEN OH 5.725.000 2373.000 1.000.000 718.000 
II JABAR OH 5381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 
12 JAKARTA OH 5.850.000 1.490.000 992.000 730.000 
13 JATENG OH 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 
14 YOGJAKARTA OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 
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TARIF HOTEL 
KEPALA ANGGOTA PEJABAT PEJABAT 

No PROVINSI SATUAN DAERAII/ DPRD/ ESELON III/ ESELON 
PIMPINAN PE.JABAT GOLONGAN IV/STAF 

DPRD ESEL.ON II IV 
15 JATIM 011 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 

I6 BALI 011 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 

17 NTI Oil 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 

I8 NTT Oil 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 

I9 KAL.BAR Oil 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 

20 KALTENG Oil 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 

21 KALSEL 011 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 

22 KALT IM OIi 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 

23 KAL.UT Oil 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 

24 SUL.UT 011 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 

25 GORONTALO Oil 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 

26 SUL.BAR Oil 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 

27 SULSEL 011 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 

28 SUL.TENGAIL OIi 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 

29 SULTENGGARA 011 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 

30 MALUKU 011 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 
31 MAL, UTARA 011 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 
32 PAPUA Oil 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 
33 PAPUA BARAT Oil 3.872.000 3.212.000 2.056.000 718.000 

b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi merupakan satuan 
biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam 
rangka pelaksanaan perjalanan dinas Iuar daerah dalam provinsi.Dalam hal perjalanan 
dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara 
lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 
Saluan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi terinci dalam tabel 
(dalam Rupiah): 

Tabel 4.3.2 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 
Provinsi 

TARIF HOTEL 

KABUPATENI KEPALA ANGGOTA PE.JABAT PEJABAT No SA TUAN DAERAH/ DPRD/ KOTA PIMPINAN PE.JABAT ESELON III/ ESELON 
DPRD ESELON II GOLIV IV/ST AF 

I. BANDAR LAMPUNG OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 
2. TULANG BAWANG OH 1.000.000 1.200.000 900.000 450.000 
3. TUBA BARAT OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
4. LAMPUNG BARAT OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
5. LAMPUNG SELATAN OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
6. LAMPUNG TIMUR OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
7. LAMPUNG UTARA OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
8. PESISIR BARAT OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
9. PRINGSEWU OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 

10. PESAWARAN OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
II. WAY KANAN OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
12. METRO OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
13. TANGGAMUS OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
14. LAMPUNG TENGAH OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 

c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang 
gunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka 
pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah, baik kecamatan maupun desa dalam 
kabupaten. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan 
biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan 
di tempat tujuan. 
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TARIF HOTEL 
KEPALA ANGGOTA PEJABAT PE.JABAT 

No PROVINSI SA TUAN DAERAII/ DPRD/ ESELON III/ ESELON 
PIMPINAN PE.JABAT GOLONGAN IVISTAF 

DPRD ESELON II IV 

I5 JATIM Oil 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 

16 BALL 011 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 

17 NTI 011 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 

18 NTT 011 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 

19 KAL.BAR 011 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 

20 KALTENG 011 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 

21 KALSEL OIH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 

22 KALT IM Oil 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 

23 KALUT 011 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 

24 SUL.UT 011 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 

25 GORONTALO 011 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 

26 SUL.BAR OIi 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 

27 SULSEL 011 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 

28 SUL.TENGAIL OIi 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 

29 SULTENGGARA 011 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 

30 MALUKU 011 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 

31 MAL, UTARA OH 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 
32 PAPUA 011 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 
33 PAPUA BARAT 011 3.872.000 3.212.000 2.056.000 718.000 

b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalarn Provinsi 

Saluan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalarn provinsi merupakan satuan 
biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalarn 
rangka pclaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalarn provinsi.Dalarn hal perjalanan 
dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara 
lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. 
Saluan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalarn propinsi terinci dalarn tabel 
(dalam Rupiah): 

Tabel 4.3.2 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 
Provinsi 

TARIFHOTEL 

KABUPATENI KEPALA ANGGOTA PE.JABAT PEJABAT No SA TUAN DAERAH/ DPRD/ KOTA PIMPINAN PE.JABAT ESELON Ill/ ESELON 

DPRD ESELON II GOLIV IV/STAF 

I. BANDAR LAMPUNG OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 
2. TULANG BAWANG OH 1.000.000 1.200.000 900.000 450.000 
3. TUBA BARAT 011 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
4. LAMPUNG BARAT OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
5. LAMPUNG SELATAN OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
6. LAMPUNG TIMUR OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
7. LAMPUNG UTARA OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
8. PESISIR BARAT OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
9. PRINGSEWU OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 

10. PESAWARAN OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
11. WAY KANAN OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
12. METRO OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
13. TANGGAMUS OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 
14. LAM PUNG TENGAH OH 1.500.000 1.200.000 900.000 450.000 

c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang 
igunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka 
pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah, baik kecamatan maupun desa dalam 
kabupaten. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan 
biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan 
di tempat tujuan. 
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stitslit tututk le/ettplathit hat lttftl Iii)itttt; 

ls) Il /nnhmi, pull·hint, tr+ill, tiff liali #rtlliniutt us-tinijt emf«rd 
ultttt; 

') ephtyttt 
) Il tetjit It]ii iett[it /nlti, pull«il, I+ltl, itit slur int 

let+eulait le teifit hlttlulat sh; htf 
to hurt lnlatn, tlhtlii, le+inlil, ittit flit #rtlliti@it -ijt anted 

tept lehmdulait nsnl 

Ila hal loltel laitut lhulular tit lulal jun hill: lapl hijanud·nut tenth 
takesi ueutju atnu htl lnhtnt, [lhtltt, Ir·mill, lit hint, hi/it Ii#mp·hits) 
emptlnit nttan hly Iii@full hunt tit hilt Iiajuti) Ji)r/it thin 

dilaymrkan elnimm tettetn tllmt till thtt lips w·us)n##in hk:I penurhtifiif 
iil. 

Pemibiayan satin blnya tall dali eel lpt ililk:unkinr Jehl Aw:safiif 
stamdar biaya tnlcl daliit eel lalnmt tall, «rpn]nu ludk:nit enu kl 
peupelatan ill (pethinynit went it vmnw) Illian hlyn wtrihtt) punititiit 
liilitas jalan tul dapat lilwhlan lemur lidukai hl:II jwnrhtiariir mil 
(pebinytt seem f est) 

Tnhel, 4,d} tin hlyn tnlel per[nln Ir dwrnl 

Na l'ovll 

I AU'AL 
l SUMI!I 6.» 

.\. RIA!I 
% KEI. RIAU 
5. JAMIL - SUMI/AR 0, 

7. SUMSEI 
8. LAMP'UNG , HENUKUL II 
I0 1u1 
n. IAN[EN -- ­ 

12. JAIAR 
1. JAKARTA 
1I, JATENG 
I5, YO(JAKARTA 
16. JAIM 
17. ALL 
I8. NTI 
I9, NTT 
20. KALBAIR 
21 KALTENG 
'11 KALSEL d+ 

23 KAL TIM 

Juuifiif 

'ti+if (aln 
iphh) 

(u/all I24.400 
(nu/all 2.At0 
(/kill '4,(0( 
(in/ell LU0( 
(in/ill I4'/,000 
(an/ell I'(0,(00 
(nm/ill IM.I00 
tan/kli 6'/.000 
(in/hell [(9),000 

(n/nll 0,000 
(an/nli 446.000 
(an/hilt 

- 166,000 
tan/ult 256.000 
(n/kill I.000 
(/nll 1.0(0 
tun/nll I94,(00 
(an/hnll I59,000 
(man/nll 211.000 
(/knli 108,000 
(nu/kll 

ere 

1)5,000 
(mu/hall 11,000 
(man/kill 

-==w 
150,000 

ran/kill 450,000 . 
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csnram 
No Provinsi Sntunm (dalam 

Rupiah) 
24. KALUT Oran/kali 102.000 
25. SUL.UT Orun/knli 13.000 
26. GORONTALO Oran/knli 240.000 
27. SUL.BAR Orang/kali 313.000 
28. SULSEL Orn/kali 145.000 
29. SUL.TENGAIL Orang/kali 165.000 
30. SUL.TENGGARA Orang/kali 171,000 
31. MALUKU Oran/kali 240.000 
32. MAL. U'TARA Orang/kali 215.000 
33. PAPUA Orang/kali 431.000 
34. PAPUA BARAT Orang/kali 182.000 

c. Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam provinsi 

Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam propinsi merupakan satuan biaya untuk 
menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pcjabat ncgara, pcjabat 
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari ibu kota kabupaten Mesuji ke 
kabupaten/kota dalam provinsi Lampung Pulang Pergi (PP) dalam rangka pelaksanaan 
perjalanan dinas luar daerah. 

Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam propinsi dibayarkan dcngan 
menunjukan alat bukti pengeluaran, seperti kwitansi/ bukti pembayaran pengcluaran 
kendaraan umum dan bukti pembayaran pengeluaran fasilitasi jalan tot. Besaran satuan 
biaya transportasi darat luar daerah dalam provinsi sebagaimana tabel 4.4.3 merupakan 
batasan tertinggi yang dapat dibayarkan. 

Tabel 4.4.3 Satuan Biaya Transportasi darat luar daerah dalam provinsi 

No Asal Tujuan Satuan Besaran 
(dalam Rupiah) 

I. MESUJI BANDAR LAMPUNG OK 462.000 
2. MESUJI TULA NG BA WANG OK 203.000 
3. MESUJI TUBA BARAT OK 203.000 
4. MESUJI LAMPUNG BARAT OK 685.000 
5. MESUJI LAMPUNG SELATAN OK 584.000 
6. MESUJI LAMPUNG TIMUR OK 354.000 
7. MESUJI LAMPUNG UTARA OK 393.000 
8. MESUJI PESISIR BARAT OK 754.000 
9. MESUJI PRING SE WU OK 469.000 
10 MESUJI PESAWARAN OK 480.000 
11 MESUJI WAY KANAN OK 427.000 
12 MESUJI METRO OK 376.000 
13 MESUJI TANGGAMUS OK 590.000 
14 MESUJI LAMPUNG TENGAH OK 317.000 

d. Satuan Biaya Transportasi Pendidikan dan Pelatihan 

Tbel4.4.5T :P a e .. ransportasi endidikan dan Pelatihan 
No Uraian Satuan Besaran 

(dalam Rupiah) 
I Uang saku Peserta Diklat PIM /PJPT Kali 5.000.000 
2 Uang saku Peserta Diklat PIM 111/PKA Kali 3.500.000 
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No Provinsi Sntunm (dalam 

Rupiah) 
24. KALUT Oran/kali 102.000 
25. SUL.UT Orun/knli 138.000 
26. GORONTALO Orang/kanli 240.000 
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29. SUL.TENGAIL Orn/kali 165.000 
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33. PAPUA Orang/kali 431.000 
34. PAPUA BARAT Orang/kali 182.000 

c. Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam provinsi 

Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam propinsi merupakan saluan biaya untuk 
menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pcjabat negara, pcjabat 
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari ibu kola kabupatcn Mcsuji kc 
kabupaten/kota dalam provinsi Lampung Pulang Pergi (PP) dalam rangka pelaksanaan 
perjalanan dinas luar daerah. 

Satuan biaya transportasi darat luar daerah dalam propinsi dibayarkan dcngan 
menunjukan alat bukti pengeluaran, seperti kwitansi/ bukti pcmbayaran pengcluaran 
kendaraan umum dan bukti pembayaran pengeluaran fasilitasi jalan tol. Besaran satuan 
biaya transportasi darat luar daerah dalam provinsi sebagaimana tabel 4.4.3 merupakan 
batasan tertinggi yang dapat dibayarkan. 

Tabel 4.4.3 Satuan Biaya Transportasi darat luar daerah dalam provinsi 

No Asal Tujuan Satuan 
Bcsaran 

(dalam Rupiah) 
1. MESUJI BANDAR LAMPUNG OK 462.000 
2. MESUJI TU LANG BA WANG OK 203.000 
3. MESUJI TUBA BARAT OK 203.000 
4. MESUJI LAMPUNG BARAT OK 685.000 
5. MESUJI LAM PUNG SELAT AN OK 584.000 
6. MESUJI LAMPUNG TIMUR OK 354.000 
7. MESUJI LAMPUNG UTARA OK 393.000 
8. MESUJI PESISIR BARAT OK 754.000 
9. MESUJI PRING SE WU OK 469.000 
IO MESUJI PESAWARAN OK 480.000 
II MESUJI WAY KANAN OK 427.000 
12 MESUJI METRO OK 376.000 
13 MESUJI TANGGAMUS OK 590.000 
14 MESUJI LAMPUNG TENGAH OK 317.000 

d. Satuan Biaya Transportasi Pendidikan dan Pelatihan 

T bl4.4.5T. :P a e .. ransportasi endidikan dan Pelatihan 
No Uraian Satuan Besaran 

(dalam Rupiah) 
I Uang saku Peserta Diklat PIM I/PJPT Kali 5.000.000 
2 Uang saku Peserta Diklat PIM 111/PKA Kali 3.500.000 
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No Uraian Satuan Besaran 

3 
(dalam Rupiah) 

Uang saku Diklat PIM IV/PKP Kali 1.000.000 4 Transport Panitia Diklat Cakep/Cawas kali 1.000.000 
5 Transport Panitia PIM IV/PKP Kali 1.000.000 
6 Transport Panitia PIM II /PKA Kali 3.500.000 
7 Transport Panitia Latsar CPNS/K2 kali 500.000 
8 Pengiriman Diklat PIM I/PJPT Orang 30.261.000 
9 Pengiriman Diklat PIM III/PKA Orang 22.125.000 
IO Pengiriman Diklat PIM IV/PKP Orang 20.230.000 
I I Pengiriman Peserta Latsar CPNS/ K2 Orang 9.296.000 
12 Pengiriman Calon Pengawas Sekolah (Cawas) Orang 10.000.000 
13 Pengiriman Calon Kepala Sekolah (Cakep) Orang 10.000.000 

e. Satuan Biaya Rapid Test Antigen- Swab 

Tabel. 4.4.6 Biaya Rapid Test Antigen- Swab 

Uraian Satuan Besaran No (dalam Rupiah) 
I. Rapid Test Antigen-Swab OK 250.000 

BUP ATI MESUJI 

Dto 

SAPLYTH 
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No Uraian Satuan Besaran 

3 
(dalam Rupiah) 

Uang saku Diklat PIM IV/PKP Kali I .000.000 4 Transport Panitia Diklat Cakep/Cawas kali I .000.000 
5 Transport Panitia PIM IV/PKP Kali l.000.000 
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13 Pengiriman Calon Kepala Sekolah (Cakep) Orang 10.000.000 
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